PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

PUTUSAN
+ Nomor : 85/ G /2016 /PTUN. Mdo
' Tanggal . 21 FEBRUARI 2017
Para Penggugat : 1.ILYAS DUKALANG, S.Pd
2. HAVID DINGO
L AW AN
" Tergugat . KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KOTARAJA

(Sekarang, SEKOLAH DASAR NEGERI 02 KOTARAJA)

Tergugat |l
. Intervensi : Hi. DARWIS MORIDU

Majelis Hakim : 1. JAMRES SARAAN, SH, MH---==ueenx ----Hakim Ketua Maje:lis;

2. BAHARUDDIN, SH, MH---=--=mmmeseenr eoan Hakim Anggota |

3. SANNY PATTIPEILOHY, SH, MH--- -—--Hakim Anggota Il ;

Panitera : ALFRED Z. PAAT, SH--cmmmememameee. -Panitera Pengganti
~Isi Putusan : MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keterangan Kepala Sekolah
Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982 atas
nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Fengganti ljasah/STTE yang
diterbitkan Tergugat dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

1. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat |l Intervensi mengenai kepentingan menggugat

" lll. DALAM POKOK PERKARA:

: 24, Menyétakan gugatan Para Penggugat tidak dapat ditsrima;

- . 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
' 450.0b0 (empat ratuslima puluh riburupiah) ;
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x .

i PUTUSAN

, =

Nomor : 85/G/2016/PTUN.Mdo.

“"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, ‘memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama ‘dengén acara biasa

telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini dalam sengketa antara :=---------

1. Nama : ILYAS DUKALANG, S.Pd.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat Tinggal : Dusun 1 Lipa, Desa Pentadu Timur,. Kecamatnan Tilamuta

Kabupaten Boalemo

——— - ©

Selanjutnya disebut sebagai ' | PENGGUGATI ;
" 2. Nama : HAVID DINGO --------------
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiwa
Tempat Tinggal : Dusun 4 Labuhan Timur, Desa Tabqhgo, Kecamatan

Tilamuta Kabupaten Boalemo

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1II ;

Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukum : ’

1. ZAINUDIN PEDRO BAU, SH ;

2. IRFAN PAKAYA, SH, MH ;

3. MARWAN KAWINDA, SH ;

4. ABDUL HARIS MOKOGINTA, SH ;

. WARSITO KASIM, SH ;

wv

(o)}

. MUHAMMAD RONALD TALIKI, SH ;

Hal.
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ILNama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Tempat Tinggal

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

: Indonesia

: Wiraswasta

~ 4. ENDANG K.S. SOEPARTO, SH ;

: Hi, DARWIS MORIDU-=------==s-nsnnenmmsamenmemmencs

: Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo-------

Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukum :

1. DR. DUKE ARIE WIDAGDO, SH, MH ;

2. INGGRID SURYANI BAWIAS, SH, MH

3. FRANSISCO FREDI MANAHAMPI, SH;

‘Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat
pada Duke Arie Associates, Jalan Durian No. 28 Kelurahan
Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo,

berdasarkan Surét Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopember

2016 ;

Selanjutnya disebut-------- TERGUGAT II INTERVENSI;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :

85/PEN-DIS/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 21 Oktober 2016, tentang Penetapan Lolos

Dissmisal;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :

85/PEN-MH/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 21 Oktober 2016 tentang Pen

Penunjukkan Majelis Hakim;

" Hal. 3 dari 47 Hal.
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- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 85/PEN-PP/2016/
PTUN.Mdo, Tanggal 21 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan

Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majélis Nomor : 85/PEN-HS/2016/
PTUN.Mdo, Tanggal 21 Nopember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----=------

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 85/G/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 29 November

2016, tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak yang:berperkara di persidangan;--------
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari para

pihak di persidangan ;

- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21
Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usahé Negara Manado
tanggal 21 Oktober 2016 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21
November 2016, Register Perkara Nomor : 85/G/2016/PTUN.Mdo., dengan dasar dan

alasan-alasan pada intinya yaitu sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Oleh Kepala. Sekolah Dasar
Negri Kotaraja berupa Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tangga/ 16 Januari
1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti. IASAH/STTB

sebagai objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan o’/e/v‘z‘ Tergugat telah

bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bégi Para Pe

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

\\! %)

Hal, 4 dari 47 Hah
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- Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo yang.d‘ikeluarkan oleh Tergugat, bersifat
konkret dan tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas
menyebutkan nama sebagai subjek hukumnya pada Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut  berupaSurat Keputusan Tata Usaha Negara yahg dikeluarkan oleh
dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja berupa Surat Keterangan

Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai

Surat Keterangan Pengganti JASAH/STTB ;
- Bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat
sebagaimana dijelaskan terdahulu telah bersifat individual, karena tidak ditujukan
untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas ményebu_t nama -té_rtentu sebagai
subjek hukumnya yaitu Darwis Moridu , disamping "itu obyék-gugatan tersebut telah
bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari ihstansi lainnya

sehingga telah definitif (tetap);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, objek gugatan dalam perkara a quo
yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat /n casu adalah bersifat konkrit,
individual, final yang dituangkan secara tertulis, nyata dan telah menimbulkan akibat

hukum karena telah menimbulkan suatu perubahan.dalam suasanaéhubUngan hukum

yang berdampak kerugian kepada Tergugat; et

Bahwa dengan demikian Surat Keterangan Kepala Sekolah Kdtaraja Nomor :
420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat
Keterangan Pengganti UASAH/STTB sebagai objek gugatan dalam perkara a quo yang
diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara

a quo(sesuai Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan

Negara);

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.




|

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas

pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik

Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun;

. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang

sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan ‘penjaminan kepentingan
sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945: “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;=------------

.Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, vPenggugat»‘ juga dijamin

pérlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam
pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asa'si' Manusia yang
berbunyi:* Negara Republik Indonesia mengakui dan menj_unjuhg tinggi hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang sécara 'kqdrati melekat
pada dan tidak terpisahkan dari_manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan

ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan,

dan kecerdasan serta keadilan;

. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiiiki hak untuk

memilih dan dipilih dan turut serta dalam pemerintahan secara langsung seperti yang
tercantum dalam pasal 28 ayat (3) UUD 1945 Jo. Pasal 43 ayat (1), ayat (2)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;---

.Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai Penyelenggara Negara Republik

Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut diatas untuk

melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap

Warga Negara Republik Indonesia, termasuk Para ﬁenggugat :
Hal ini adalah sesuai dengan : Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UU

“Perlindungan, pemajuah, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manug

Hal \§&
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tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah.” Hal ini yang menjédi dasar bagi
adanya hubungan hukum antara Penggugat dan 'Térgjugat sebagaiviPenyeIenggara
Negara Republik Indonesia yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau sebagai
Kontrak Sosial yang menetapkan kewajiban Tergug"a:t"sebagai Penyelenggara Negara

Republik Indonesia terhadap Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

. Bahwa pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tehtang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ke_tentuanfketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan tidak boleh menolak untuk. memeriksa dan

mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak: atau kurang

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Selanjutnya pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 TahLm 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentan'g Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan “Hakim sebagai -Penegak

didalam masyarakat;

.Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Ndmor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang' Peradilan Tata Usaha
Negara, menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentinganyé dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan 'tertulis kepada Pengadilah yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yqng disengketakan itu dinyatakan

batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai gariti rugi dan/atau direhabilitasi;----

.Bahwa Para Penggugat sebagai Warga Negara§ Republik Indonesia mempunyai

kepentingan yang dirugikan dalam arti kata menunjuk kepada nilai-nilai dan

A2 n
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10.

11.

12,

manusia, pengakuan jaminan, perlindungan, dan ;kepastian _hukuin yang adil serta

perlakuan yang sama dihadapan hukum;

. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat

o

merupakan bentuk ketidak-adilan dan diskriminasi kepada Warga Negara lain dalam
pelaksanaan program pendidikan. Dimana setiap warga negara yang ingin
mendapatkan penghargaan berupa ijazah atau surat keterangan tamaf/lulus harus
terlebih dahulu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Ya_ng berlaku,

diantaranya telah menyelesaikanpendidikansecara berjenjang yang memenuhi syarat

prosedur dan substansi;

Bahwa disamping itu penerbitan obyek gugatan dalam perkara a quo juga
merupakan bentuk ketidak-adilan dan diskriminasi kepada warga negara dalam
mendapatkan penghargaan berupa ijasah atau surat keteranga‘n Iaihnya, setelah
menyelesaikan pendidikan formal karena obYekj gugatan justru diberikan oleh

Tergugat kepada Warga Negara yang tidak menflenuhi syarat untuk mendapatkan

penghargaan berupa ijasah atau surat keterangan lainnya;

Bahwa selanjutnya objek gugatan dalam perkara a quo yang telah diterbitkan oleh
Tergugat merupakan mas?zlah aktual karena berpbtensi menggangu stabilitas politik,
demokarasi, sosial kemasyarakatan dan keamanén di tengah Masyarakat Boalemo.
Hal ini dikarenakan subjek dari surat keterangah dalam objek perkara a quo atas

nama Saudara Darwis Moridu adalah salah satu Calon Bupati dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Bahwa oleh karena itu juga Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas
objek gugatan dalam perkara a quo dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-------

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat Kabupaten Boalemo yang memiliki

hak konstitusional untuk memilih Bupati Kabupaten Boalemo pada Tahun 2

. Hal. 8
Putusan No. 85/G/2016/P



'Boalemo selama 5 ( lima tahun );

2. Bahwa Penggugat dalam rangka mempergunakan hak konsti_tusionalnya akan

memilih Bupati Boalemo sebagai orang yang bertugas, berwenang, berkewajiban
dan bertanggung jawab dalam penyelenggaran urusan pemerintahan di

Kabupaten Boalemo selama 5 tahun;

. Bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pokoknya melayani

warga Masyarakat Boalemo dalam pemenuhan hak-dan kebutuhan dasar warga
masyarakat dalam kerangka pelayanan publik termasuk Para Penggugat yang

merupakan-bagia»n dan tidak dapat dipisahkah déri warga Masyarakat Boalemo;----

. Bahwa selanjutnya bleh karena subjek dari% surat keterangan dalam objek

perkara a quo atas nama Saudara Darwis Mbridu adalah salah Calon Bupati
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabl.ipaten Boalemo Tahun 2017 yang
nantinya akan dipilih secara langsung oleh wafga Masyarakat Boalemo termasuk

oleh Para Penggugat yang akan mempergunajkan hak konstitusionalnya dalam

memilih Pemimpin/Bupati Kabupaten Boalemo 5 ?tahun akan datang;

. Bahwa oleh karena itu Tergugat adalah salah satu pihak yang memiliki hubungan

sebab akibat (causal verband) terhadap subjek dan subjek gugatan dalam

perkara a quo;

. Bahwa apabila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo

Tahun 2017 subjek dari surat keterangan dalam objek perkara a quo atas nama
Saudara Darwis Moridu terpilih sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017
maka Tergugat mengalami kerugian dalam hal mempe'rg.unakan hak
konstitusionalnya untuk memilih Calon Bupati Boalem:o yang befintegritas dan

berkualitas sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----------

. Bahwa oleh karena itu juga terhadap obyek gugai:an dalam perkara a quo segera

diberi kepastian hukum atas keabsahannya ‘untuk menghindari terganggunya

stabilitas pemerintahan, pertahanan keamanan, politik dan sosial di




8. Bahwa dalam uraian-uraian tersebut diatasf Para Penggugat mempunyai
kepentingaﬁ yang dirugikan kepentingan-kepentingan dimaksud, yang hendak
dicapai dengan melaktjkan pengajuan gugatan, $ehingga sesuai dengan adagium
point dinterest point daction yaitu tidak ada kepentingan tidak ada gugatan
sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undaﬁg Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Taﬁun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara;

ITI. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU. _ _
Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun1991
dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/Tata Usaha Negara/1992
tanggal 21 Januari 1993. Dengan demikian dapat disarikan in.tisé.ri dari kaidah
hukumnya bahwa "galam hal tenggang waktu penga)'uan gugatah bag/' pihak ketiga
yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaba Negara yang tidak menerima
atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/PeJabat' yang menerbifkan Keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung
secara kasuistis sejak Pihak Ketiga dan merasa kepentingannya d/'rug/‘kano/eh

- Keputusan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui secara hukum akan Keputusah Tata Usaha
Negara (objek sengketa) dari Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bualemo
Nomor : 54/PANWASLIH-KAB/BLM/IX/2016, Perihal Peneru‘sa'n Léporan/T anggapan

Masyarakat tertanggal 30 September 2016 atas tindak lanjut dari Laboran tentang

Darwis Moridu; ,
Hal. 1
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2. Bahwa gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada
tanggal 21 Oktober 2016 dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam
tenggangwaktu 90 hari (sembilan puluh ) hari sejak diterimanya atau diketahui
keputusan tersebut pada tanggal 3 Oktobér 2016 sehingga daluwarsannya tanggal

31 Desember 2016 sebagaiamana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa oleh karena itu, objek sengketa merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara

dan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berkewenangan memeriksa dan

mengadili perkara ini,

ADAPUN YANG MENJADI ALASAN-ALASAN PARA PENGGUGAT ADALAH SEBAGAL

BERIKUT:

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlakﬁ.
Bahwa Keputusan tergugat yang menerbitkan - Surat Keterangan Nomor :
420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas namé Darw)’s Moﬁdd sebagai Surat
Keterangan Pengganti IJAZAH/STTB adalah sangat be/tentangan dengan prinsip
Hukum Administrasi Negara, mengandung cacat yur/a’/s ba/k dari seg/ prosedur
penerbitan maupun materi substansinya, tidak sempurna dan oleh karena itu menjadi

cacat formil dan cacat yuridis;

1. Bahwa penerbitan Keputusan fata Usaha Negara oleh _Terguga_t berupa Surat
Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1962, atés nama Darwis
Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti JAZAH/STTB. tidak didasarkan pada
fakta yang benar. karena yang bersangkutan (Darwis Moridu) .tida.k‘ lulus. dalam

satuan pendidikan yang ujiannya dnkutu dari kelas I,ILIII, IVVVI oleh karen ittt

cacat formil;

Hal.
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2. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas
nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti DDAZAH/STTB, yang
diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis, karena yang bersangkutan (Darwis
Moridu) tidak pernah duduk dikelas tertinggi dalam jenjang pendidika_n yang diikuti
yaitu duduk kelas VI, salah satu syarat yang waji'b" diikuti oleh peserta didik adalah
duduk dikelas tertinggi dalam jenjang pendidikan yang diikuti. Hal irﬁ bertentangan

dengan pasal 8 ayat (1), PERMENDIKBUD Nomor 144 TAHUN 2014: persyaratan

peserta didik mengikuti ujian S/M/PK dan UN : . - s

a. Telah atau pernah berada pada tahun térajkhir suatu jenjang pendidikan

disatuan pendidikan tertentu;
b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jehjang pendidikan

disatuan pendidikan tertentu mulai semester 1 tahun ,pertama sémpai dengan

semester 1 tahun terakhir;

C. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada’ pendidikan

kesetaraan, dan;

d. Belum pernah lulus dari satuan pendidikan pada jenjang yang sama;-----=---=---
3. Bahwa uraian yang menjadi alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dikuatkan
dengan surat keterangan yang menjadi objek gugatan a quo baik dari sisi format-dan

isi tidak memenuhi surat keterangan yang baik dan benar sesuai hukum administrasi

Negara, diantaranya sebagai berikut:
A. Bahwa surat keterangan yang menjadi objek sengketa a quo tersebut tidak
mencantumkan Nomor Induk Siswa, yang merubakan bukti pé_ngenal resmi
identitas siswa yang bersifat permanen danlbe;rlaku sepanjang masa yang dapat

membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indon

sekolah Indonesia divluar negeri; hal ini berten!:angan dengan Peraturay

Hal. 12\fa
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Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun.‘2015, tentang

Data Pokok Pendidikan:

e Pasal 11 ayat 1 : PDSPK menerbitkan dan mengelola data referénsi pendidikan

untuk menjamin integrasi data pendidik;

. o Pasal 11 ayat 2 : Data referensi sebagairhana diméksUd pada ayat (1)
merupakan data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk
memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas ,referénSi. data wilayah,

referensi data operasional, dan referensi nomor identitas;

o Pasal 11 ayat 6 : Referensi nomor identitas sebagaimana dinﬁak’sud pada ayat
(2) meliputi poin. (b) Nz)mor Induk Siswa Nasional yang merupakan

pengkodean referensi peserta didik;

Selanjutnya ketiadaan nomor induk dalam objek perkara a quo juga bertentangan
dengan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan

Pengembangan No. 380/H/TU/2015 tertanggal 4 Mei 2015 yahg mewajibkan

pengisian nomor induk siswa pemilik ijasah sesuai dengan nomor induk siswa pada

suatu satuan pendidikan seperti tercantum pada buku induk;

B. Bahwa Surat Keterangan yang menjadi objek sengketa a quo tidak mencantumkan
Nomor Seri Ijasah/STTB yang merupakan bukti kode pengenél resmi identitas

siswa yang telah lulus ujian sekolah dan ujian nasional;

Bahwa selanjutnya betdasarkan Peraturan Menteﬁ Pendidikan Nasional RI. Nomor
144 Tahun 2014, tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan

Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ﬁendidikan Kesetaraan Dan Ujian

Nasional ;

pendidikan tertentu;

Hal.
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™ Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

f. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjairig pendidikan

disatuan pendidikan tertentu mulai semester 1 tahun pértama sampai dengan

semester 1 tahun terakhir;
g. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada pendidikan kesetaraan,

dan;

C. Bahwa surat keterangan yang menjadi objek sengketa a quo dalam pengesahan
penerbitanya tertanggal 16 Januari 1982 dilakukan oleh Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorohtalol atds nama_Umar
Ishak dengan NIP : 130263264 tetépi pada pengesahan foto copy (legalisir)
dalam surat keterangan yang menjadi objek sengketa a quo tercanggal 16 Januari
1982,Kepala  Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten

Gorontalo atas nama Umar Ishak sudah dengan NIP yang berbeda :13032636;----

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itp bertentangan dengan Asas-

Bahwa penerbitan Keputu.;;én Tata Usaha Negara (objek gugatan dalam perkara a quo)
oleh  Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,
sebagaimana dimaksud »dalam Undang-Undang N;omor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

yang meliputi :

A. Asas Penyelenggara Negara : asas ini yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian dan keseimbangan dalam ‘pengehdélian penyelenggaraan negara.
Keputusan a guo tidak diambil berdasarkan asas ini, hal ini jelas terlihat dari fakta
yang dikeluarkannya dimana keputusan tersebut dan penyampaiannya tidak cermat

dan tertib;

B. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalary

kebijakan penyelenggara negara.Keputusan a quo tidak memberikan
‘ Hal. 14
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hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Tergugat menjadi

tidak jelas dan terkatung-katung;

C. Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat
dikeluarkan tidak secara profesiohal. Selain cacat formil, keputuéan a quo cacat

substantif sebagaimana alasan yang diuraikan diatas;-

Bahwa selain melanggar asas-asas tersebut diatas 6bjek gugatan dalam perkara
a quo bertentangan dengan Asas Kecermatap Formal, Asés Fair Play, Asas
Pertimbangan, Asas :Keseimbangan, Asas Laranjan Bertindak Sewenang-Wenang,
Asas Mengenai Deteournement De Pouvoir (pénggunaan kekuasaan sewenang-
wenang, Asas Keadilan dan Asas Kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Para

Tergugat;

D. Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Para Tergugat tidak selektif dalam
menerbitkan objek sengketa sesuai dengan prosedur yang baku penerbitan

ijazah/surat keterangan lainnya;

(sehingga hal tertentu telah sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara);--------------

Bahwa dengan demikian tindakan para Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam
perkara a quo telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan .lya‘ng baik dan
melanggar prosedur administrasi hukum (Due Process Of Law),,mela'nggar prinsip
keadilan (/airmess), prinsip keseimbangan (audi et a/teram parteﬁ7), 'prinsip kehati-

hatian dan kecermatan, oleh karenanya perbuatan para Tergugat mei_'upakan bentuk

kesewenang-wenangnya (De Tournament De Pouvoir);




Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :--=-------=-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk selurthya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
Tergugat yaitu : Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor :

420.03/575/82, Tangga/ 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat

Keterangan Pengganti AZAH/STTB;
3. MeWajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keferangan Kepala Sekolah Dasar

Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanbga/ 16 Januari 1982, atas nama

Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti DAZAH/STTB;

4. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah
mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 06 Desember 2016,

yaitu sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan Tata Usaha Negara.
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diketuérkan oleh Kebala Sekolah Dasar
Negri Kotaraja berupa Surat Keterangan Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari
1982, alas nama Darwis Moridu, sebagai Surat Keterangan Pengganﬁ IJASAH/STTB
sebagai objek gugatan dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah
bersifat Konkret, Individual dan Finél yang memvbawa akibat hﬁkum bagi para

Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :‘ :

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh |;rergugat, bersifat
konkret dan tidak abstrak, tetapi berwujud 'dan nyata,—nya'ta' secara tegas
menyebutkan nama sebagai subjek hukumnya pada keputusén Tém Usaha Negara
tersebut berupa surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluérkén oleh Kepaigmy,

] : &'\.
Sekolah Dasar Negeri Kotaraja berupa Surat Keterangan Nomor :




Tanggal 16 Januari 1982, alas nama Darwis Mbridu, sebagai Surat Keterangan

Pengganti DASAH/STTB;

Bahwa terhadap objek gugatan dalam perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat
sebagaimana dijelaskan terdahulu telah bersifatvindividual, karena tidak ditujukan
untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebut nama tertentu sebagai
subjek hukumnya yaitu Darwis Moridu, disamping itu objek gugatan tersebut telah
bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya

sehingga telah definitif (tetap) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, objek gugatan ‘_d'alam perkara
a quo yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat in casu adalah bersifat
konkrit, individual, final yang dituangkan secara tertulis, nyafa dan telah
menimbulkan akibat hukum karena telah menimbulkan suatu peﬁ)bahan dalam

suasana hubungan hukum yang berdampak kerugian' képada Para Penggugat ;-------

Bahwa dengan demikian Surat Keterangan Kepala Sekolah Kdtafaja Nomor
420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, alas na‘m’é Dan/vis'.Moridu, sebagai Surat
Keterangan Pengganti IJASAH/STTB sebagai objek gugatan dalam pgrkara a quo
yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagai objékg'ugatan dalam
perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi' sy_a'rat sebagai objek
gugatan dalam perkara a quo (sesuai pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

I1. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas

— @

pemenuhan hak asas manusia yang'dijamiri dalam Konstitusi Negara Re

Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun ;

Hal. =
Putusan No. 85/G/201 D@’ ¥ f"/



2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang
sama didepan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan
sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapa‘»n hukum” ;-----

3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, .Pengug.at 'juga dijamin
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal
2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ‘Manusia yang
berbunyi : “"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai. h_ak yang secara kodrati melekat
pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang Harus dilinduhgi, dihormati dan
ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteréan,: kebahagiaan

dan kecerdasan serta keadilan;

4, Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak untuk
memilih dan dipilih dan turut serta dalam pemerintahan secara Iarigsung seperti
yang tercantum dalam pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 43

ayat (I), ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tehtang Hak Asasi

Manusia;

5. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai penyelenggara Negara Republik
Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan Undang- Undang Da—s-a? 1945
tersebut diatas untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan menjamin
pemenuhan hak asasi setiap Warga Negara Republik Indonesia, termasuk Para

Penggugat;

Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua Undang-Undang
Dasar 1945, "Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pefnenuhan hak asasi

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Hal j

menjadi dasar bagi adanya hubungan hukum éantara Penggugat dan|(%

Hal. 18 &gi
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sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia yang disebut oleh Jean Jacques
Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajiban Térgugat sebagai
penyelenggara Negara Republik hidonesia terhadap Penggugat sebagai Warga

Negara Republik Indonesia;

. Bahwa pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun' 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman "Pengajdilan tidak boléh menolak untuk
memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan- dalih bahwa tidak
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan.méngadiiinya. Selanjutnya
pasal 27 ayat (1) Undang-Undar;g Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pefubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-K’etehtuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman menentukan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam

—— @ ©

masyarakat;

. Bahwa sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pe'radilan Tata
Usaha Negara, menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan . gugatan tertulis kepada Pengadilan yang beMenang yang Dberisi
tuntutan agar kebutusan Tata Usaha Negara y;ng disengketakan itu dinyatakan

batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai gahti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

.Bahwa Para Penggugat sebagai Warga Negaraj Republik Indonesia mempunyai

kepentingan yang dirugikan dalam arti kata menunjuk kepada nilai-nilai dan tujuan-
tujuan yang harus dilindungi oleh Negara diantaranya pemenuhan hak asasi

manusia, pengakuan jaminan, perlindungan, dan? kepastian hukum yang

perlakuan yang sama dihadapan hukum;



9.

10.

11.

12,

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitka"n oleh Tergugat
merupakan bentuk ketidakadilanj'dan diskriminasi kepada warga negara lain dalam
pelaksanaan program pendidikan. Dimana setiap warga negara yang ingin
mendapatkan penghargaan berupa ijazah atau surat keterangan famatllulus harus
terlebih dahulu  memenuhi ketentuan-pératuran peruri_dang-undangan yang

berlaku, diantaranya telah menyelesaikan pendidikan secara berjenjang- yang

memenuhi syarat prosedur dan substansif;

Bahwa disamping itu penerbitan'objek sengketa dalam perkaré a quo juga
merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi kepada warga negara dalam
mendapatkan penghargaan berupa ijasah atau suraf keterangan lainnya, setelah
menyelesaikan pendidikan formal karena objek gugatan juétru diberikan oleh
Tergugat kepada warga negara yang tidak memfenuhi syarat untuk mendapatkan

penghargaan berupa ijasah atau surat keterangan lainnya;

Bahwa selanjutnya objék gugatan dalam perkara éa quo yang telah diterbitkan oleh
Tergugat merupakan masalah aktual karena -bérpotensi mengganggu stabilitas
politik, demokrasi, sosial kemasyarakatan dan keamanan di tengah masyarakat
Boalemo. Hal ini dikarenakan subjek dari surat keterangan dalam objek perkara
a quo atas nama Saudara Darwis Moridu adalahr salah satu Calon Bupati dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Bahwa oleh karena itu juga Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas
objek gugatan dalam perkara a quo dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Masyarakat Kabupaten Boalemo ya

hak konstitusional untuk memilih Bupati Kabupaten Boalemo pada Ta



2. Bahwa Penggugat dalam rangka mempergunakan hak konstitUsionaInya akan
memilih Bupati Boalemo sebagai orang yang bertugas, berwenang,berkewajiban

dan bertanggung jawab dalam penyelenggaran urusan pemerintahan di

Kabupaten Boalemo selama 5 tahun;'
3. Bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pokoknya melayani
warga Masyarakat Boalemo dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga
masyarakat dalam kerangka pelayanan publik termasuk Para Penggugat yang
merupakan bagian dan tidak dapat dipisahkan dari warga MasYarakat Boalemo;
4. Bahwa selanjutnya oleh karena subjek darii surat keterangan dalam objek
perkara a quo atas nama Saudara Darwis Moridu adalah salah Calon Bupati
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabl;lpaten Boalemo Tahun 2017 yang
nantinya akan dipiliﬁ secara langsung oleh watz'ga Masyarakat Boalemo termasuk
“oleh Para Penggugat"yang.akan memperguhakan hak konstitusionalnya dalam
memilih Pemimpin/Bupati Kabupaten Boalemo 5 tahun akan datang;------=--------
5. Bahwa oleh karena itu  Tergugat adalah salah satu pihak yang memiliki
hubungan sebab akibat (causal verband) terhadap subjek dan subjek gugatan

dalam perkara a quo;

6. Bahwa apabila dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo
Tahun 2017 subjek dari surat keterangan dalam objek perkara a quo atas nama
Saudara Darwis Moridu terpilih sebagai Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017
maka Tergugat mengalami kerugian dalam hal mempe‘rg.unakan hak
konstitusionalnya untuk memilih Calon Bupati Boalemo yang ,bérihtegritas dan
berkualitas sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang bérlaku; ---------

7. Bahwa oleh karena itu juga terhadap obyek gugatan dalam perkara a quo segera
diberi kepastian hukum atas keabsahannya untuk menghindari terganggunya

stabilitas pemerintahan, pertahanan keamanan, politik dan sosial di

Boalemo selama 5 ( lima tahun );

Hal. 2
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8. Bahwa dalam uraian-uraian tersebut diatas Para Penggugat mempunyai
kepentingan yang dirugikan kepentingan-kepentiﬁgan dimaksud, yang hendak
dicapai dengan melakukan pengajuan gugatan, sehingga sesuai dengan
adagium point d7'ntere5t point daction yaitu? tidak ada kepentingan tidak ada
gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undahg-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;

Adapun yang menjadi alasan-alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;'bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Keputusan tergugat yang menerbitkan Surat Keterangan Nomor
420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat
Keterangan Pengganti LAZAH/STTB adalah sangét bertentangan dengan prinsip
Hukum Administrasi Negara, mengandung cacat yuridis ba('k dari segi prosedur

penerbitan maupun materi substansinya, tidak sempurna dah oleh karena itu menjadi

cacat formil dan cacat yuridis;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 ‘Tahun-2005, tentang

Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 69 :

Ayat (1) “Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan
pendidikan jalur non formal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak
mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus daﬁ satuan p'endidikan”; -----------

Ayat (2) “Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wéjib mengikuti

satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya”;
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 144
Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuah Pendidi

penyelenggaraan ujian sekolah Madrasah pendidikan kesetaraan ujian nasi

. Hal.
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Pasal 8 ayat (1) persyaratan peserta didik mengikuti ujian S/M/PK dan UN :------------

a). Telah atau pernah berada pada tahun terakhir suatu jenjang pendidikan

disatuan pendidikan tertentu;
b). Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada suatu jenjang

pendidikan disatuan pendidikan tertentu mulai semester 1 tahun pertama

sampai dengan semester 1 tahun terakhir;
¢). Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada pendidikan

kesetaraan, dan;

d). Belum pernah lulus dari satuan pendidikan pada jenjang yang sama;---------

Bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut diatas, maka penerbitan Keputusan Tata
Usaha Negara (objek gugatan) oleh Tergugat telah didasarkan pada fakta
hukum/prosedur yang benar dan oleh karena itu menjadi tidak cacat yuridis;-------------
Bahwa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan) oleh Tergugat juga
tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tenta'ng Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jyang meliputi :-
a). Asas Penyelenggara Negara : asas ini yang menjadi landasan keteratqran, kerasian
dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Kéiputusan aquo
tidak diambil berdasarkan asas ini, hal ini jelas teriilhat- dar.i‘ fakta yang
dikeluarkannya dimana keputusan tersebut dan penyampaiannyé’tfdak cermat dan

tertib; s

b). Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadillan ‘dalam setiap

kebijakan penyelenggara negara.Keputusan a quo tidak mem‘berik_an kepastian

tidak jelas dan terkatung-katung;

Hal.
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) Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat

dikeluarkan tidak secara profesional. Selain cacat formil, keputusan a quo cacat

substantif sebagaimana alasan yang diuraikan diatas; ‘_ --

Bahwa selain melanggar asas-asas tersebut diatas objek gugafanf-dalam perkara
a quo bertentangan dengan Asas Kecermatan' Formal, ‘Asa's"Fair Play, Asas
Pertimbangan, Asas Keseimbangan, Asas Larangah Bertindak Sewenang-Wenang,
Asas Mengenai Deteournement De Pouvoir (penggunaan kekuasaén sewehang-

wenang, Asas Keadilan dan Asas Kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Para

Tergugat;
d). Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan ‘kesejaht‘er.aan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan se!ekfcif. Para Tergugat tidak selektif

dalam menerbitkan objek sengketa sesuai dengan prosedur yang baku penerbitan

ijazah/surat keterangan lainnya;
Bahwa dengan demikian tindakan para Tergugat menerbitkan vobje'klgtv49atan dalam
perkara a quo tidak melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan
melanggar prosedur administrasi hukum (Due Process Of Law), melanggar prinsip
keadilan (fairmess), prinsip keseimbangan (audi et alteram partem), prinsip kehati-

hatian dan kecermatan, oleh karenanya perbuatan para Tergugat merubakan bentuk

kesewenang-wenangnya (De Tournament De Pouvoir);-- Rl et 2

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Tergugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado cq. Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara \}ang diterbitkan Terguga
| ~
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Tanggal 16 Januari 1982, alas nama Darwis Moridu sebagai Surat keterangan

pengganti IJAZAH/STTB;

3. Membebankan Para Pengugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas namaDARWIS MORIDU, melalui Kuasa
Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Inter'\'/ensi' tertanggal 02 November
2016. Atas permohonan intervensi tersebut, telah diterima dan ditetapkan sebagai

Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela pada tanggal 29 Nopember 2016;--=======

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tefs"ebut,"pihak Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan‘fpa'da tanggal 06

Desember 2016, yaitu sebagai beriku :

DALAM EKSEPSI .

- Bahwa Pemberi Kuasa tidak memiliki legal standing untuk: mengankan gugatan
sebagaimana dicantumkan dalam surat gugatannya tersebut. 'Seblab Igéduggrqberi
kuasa Lk. llyas Dukalang, S.Pd dan Lk. Havid Dihgo méngaku merupakan aktivis dari
Aliansi Peduli Masyarakat Demokrasi (APMD) yang sampai diajukahn_ya jawaban ini
ternyata LSM dimaksud tidak terdaflar dan tidak ,merhenuhi prosédur aturan
dimaksud yang mengatur tentang berdirinya sebuah LSM sehingga oleh karena itu

Pemberi Kuasa secara nyata tidak mempunyai kedudukan hukum dan oieh karena itu

mohon agar. kedua Pemberi Kuasa dinyatakén tidak berwenang Dbertindak

memberikan Kuasa untuk mengajukan perkara in casu :
- Bahwa gugatan Penggugat kekurangan piha?k atau setidak-tidaknya turut
mencantumkan Institusi terhadap Kepala Seko!éh Dasar Negeri Kotaraja yang
sekaraﬁg Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja 'sécara struktur Institusi tersebut

tersusun sebagai berikut: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional

Hal. 2
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Péndidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Dulupi Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri 02
Kotaraja, sehingga oleh karena itu objek yang dimaksud Surat Kéferangan No.
420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982 bukanlah merupakén_’ dbjek gugatan yang
seharusnya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebab dalarh"sdr\at Keterangan
tersebut telah terang dan jelas disebutkan berhubung Ijaiah/ STTB yang asli telah
hilang dan hal itu telah dinyafakan Surat Keterangan kehilangan dari yang
berwenang yaitu Polri sebagaimana Suratnya No. Pol : 01/Serse/i/éZ/Sek 1506-12
tanggal 16 Januari 1982, sehingga juga oleh karena itu mohon pihak Penggugat
dapat membuktikan bahwa STTB dari turut TERGUGAT II INTERVENSI atas-nama
DARWIS MORIDU yang telah mengikutil Ujian Penghabisan/Evaluasi Belajar Tahap
Akhir tanggal 31 Desember 1973 adalah tidak bernomor Stambuk bukan sekedar

surat keterangan yang dijadikan objek gugatan ini yang untuk itu mohon agar

gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Turut Tergugat II Intervensi menolak deingan tegas dalil-dalil Penggugat
kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebeﬁarannya oleh Turut Tergugat II
Intervensi adalah benar memiliki riwayat pendidikah yang dilaluinya sejak bersekolah
dasar di Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja yang da4hulu adalah Sekolah Dasar Negeri

Kotaraja sampai mengikuti Ujian Penghabisan/ Evaluasi Belajar Tahap Akhir Tanggal

31 Desember 1973;

- Bahwa dasar gugatan Penggugat bersifat Imaginai_r bernuansa politis sehingga tidak
ditemukan adanya suatu pelanggaran hukum yang melanggar Undang-Undang dari

diterbitkannya baik Surat Tanda Tamat Belajar yang diterbitkan pada tanggal 31

Desember 1973 yang oleh pihak yang berwenang Polri telah menerbitkan Surat




menjadi tidak fokus seharusnya gugatan Penggugat itu ditujukan‘ apakah surat

keterangan hilang yang dikeluarkan oleh Kepolisian adalah SAH;

- Bahwa gugatan Penggugat terkesan mengada-ada sampai¥sam‘pai lmenﬁq‘ugkan
bahwa Sural Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02
Kotaraja Tanggal 16 Januari 1982 merupakan masalah aktual dite'ng,ah masyarakat
yang nantinya berpotensi mengganggu Stabilitas = Politik, Demokrasi, Sosial
Kemasyarakatan dan Keamanan di tengah masyafakat Boalemo yang pada
kenyataannya sampai saat ini hal itu tidak terjadi dan masyarakat Bdalemo masih
baik-baik saja-karena masyarakat Boalemo pada' ufnumnya menéenal sosok seorang
Hi. DARWIS MORIDU (Turut Tergugat II Intervensi) sebagai seorang yang dipandang
dan dianggap sebagai salah satu tokoh masyara;kat yang disegani di Kabupaten

Boalemo;

- Bahwa diterbitkannya Surat Keterangan No. 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982
haruslah dinyatakan Sah dan Berkualifikasi Hukum sebagaimana yang disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tengahg Peradilan Tata Usaha Negara,

pasal 49 huruf b yang menyatakan : "Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan

umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

- Bahwa oleh karena itu Surat Keterangan No. 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari
1982 yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara Kepala Sekolah Dasar Negeri
Kotaraja bersifat konkrit, individual dan final oleh karena itu surat tersebut adalah

sah menurut hukum ;

- Bahwa selain dan selebihnya Surat Keterangan No. 420.03/575/82, Tanggal 16
Januari 1982 vyang dikeluarkan oleh Pejabat Tata staha' Negara yaitu Kepala

Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja yang dahulu adalah Sekolah Dasar Negeri Kotaraja

Penggugat yaitu :




a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor i44 Tahun 2014 tentang
Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan
Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasipnal jmmm—————

b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Noué’nor 79 Tahun 2015 tentang Data

Pokok Pendidikan;

c. Surat Kementerian No. 380/H/TU/2015 Tertanggal 4 Mei 2015 tentang Nomor Induk

Siswa Pemilik Ijazah; .
Suatu peraturan yang diferbitkan pada tahun 201:4 dan 2015 tersebut diatas yang
digunakan untuk menilai dan mengukur sah tidaknya suatu surat yang dikeluarkan
pada tahun 1982 sehingga keadaan tersebut telah melanggar asas hukum yang

menyatakan bahwa sesuatu ketentuan hukum tidak boleh BERLAKU SURUT .-=======--

Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum
dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnya Turut
Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak

gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

Gewijsde). -- -

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Turut Tergu'gat‘ II Intervensi
sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya'MajeIis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan

putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II Intervensi selUrUhnya; :

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;




2. Menyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 420.03/575/82 adalah SAH

menurut hukum;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tersebut,
Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tert@lis di persidangan pada tanggal 13

Desember 2016. Replik tersebut tidak perlu diuraikan lagi namun tetap merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan
Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Du_plik secara tertulis di
persidangan pada tanggal 19 Desember 2016. Duplik tersebut tidak perlu diuraikan lagi

namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugéta'nnya, Para Penggugat
dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah
bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado serta dicocokkan sesuai dengan fotocopi dan salinannya. Alat bukti surat

tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yaitu sebégai berikut -
1. BuktiP-1 :Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja Nomor :

420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atasvnamaE Darwis Moridu;

(sesuai dengan fotocopy);

2. BuktiP-2 :Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) '_atas nama Safria

Ibrahim, Tanggal 31 Desember 1973 ;

(sesuai dengan fotocopy);

3. Bukti P-3 : Buku Induk Siswa/Murid di Kecamatan Paguyaman, dari tahun 1945,

(sesuai dengan fotocopy); o*: “/—\

4. Bukti P-4 : Format 1 A : Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB (Sekol
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Operasional) ; (sesuai dengan fotocopy);

5. Bukti P-5 : Format Al a (SD/SLB yang masih ada) dan Format A1 b (SD/SLB yang

sudah ditutup) ; (sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti P-6 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :

05/G/2013/PTUN.Mdo. Tanggal 25 Maret 2013;

(sesuai dengan salinannya); -
7. Bukti P-7 : Direktori Putusan Mahkamah Agung R.L Nomor : 390 K/TUN/2013,
Tanggal 14 November 2013; (sesuai dengan salinannya);===--=====~=---

8. Bukti P-8 : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 390 K/TUN/2013,

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat di persidangan,
pihak Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu sebagai bérikut: ------------

1. Saksi ERWAN DJIBU.

- Bahwa saksi pernah menjadi Guru Sukarela di Sekolah Dasar Negéri 02 Dulupi pada
tahun 1973-1974 ;

- Bahwa setahu saksi pada saat itu Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi

adalah Daud Leima ;

- Bahwa pada tahun 1973, saksi pernah dengar dari Kepala Sek‘plah ,yang mengatakan
DARWIS MORIDU (Tergugat II Intervensi) adalah siswa baru titipan'di Kelas V di
SDN 02 Dulupi ;

- Bahwa saksi mengatakan Sekolah Dasar Negeri Kotaraja dan Sekolah Dasar Negeri

02 Dulupi adalah dua Sekolah yang berbeda ;

- Bahwa saksi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1974 ;---------

- Bahwa saksi mengajar di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi untuk semua

pelajaran ;

2. Saksi DJOHAN PALAPA, |




- Bahwa saksi masuk sekolah di kelas I pada Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi sejak

tahun 1968 dan tamat SD pada tahun 1973 ;

- Bahwa saksi pernah kenal dengan DARWIS MORIDU (Tergugat II Intefvensi), karena

pernah satu kelas di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;‘

- Bahwa setahu saksi, DARWIS MORIDU masuk sekolah di Sekolah Dasar Negeri 02

Dulupi dan duduk di Kelas 1V ;
- Bahwa setahu saksi, Sekolah Dasar Negeri Kotarazja. dan Sekolah Dasar Negeri 02

Dulupi adalah dua sekolah yang berbeda ;

- Bahwa pada waktu pengumuman kenaikan kelas, DARWISMORIDU tidak naik ke

kelas V ;

- Bahwa setahu saksi, ERWAN DJIBY pernah menjadi Tenaga Pengajar/Guru Sukarela

di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;

- Bahwa Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi adalah Daud: Leima pada

waktu itu ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat DARWIS MORIDU sebagai peserta ujian ketasVi 3

. Saksi YUSUF PALAPA.

- Bahwa saksi masuk sekolah di kelas I pada Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi sejak
tahun 1965 : '

- Bahwa saksi pernah kenal dengan DARWIS MORIDU (Tergugat II Intervensi), karena

pernah satu kelas di Kelas IV pada Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;

- Bahwa setahu saksi, DARWIS MORIDU hanya sampai kelas IV dan tidak naik
ke kelas V ; ‘

- Bahwa ketika saksi naik kg kelas V, maka tidak tahu lagi kemana DARWIS MORIDU

sejak saat itu ;

- Bahwa saksi adalah bersaudara kandung dengan DJOHAN PALAPA dan sam

g
i
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satu kelas di Kelas IV pada Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;
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- Bahwa setahu saksi, ERWAN DJIBU pernah menjadi Tenaga Pehgajar/Guru Sukarela

di Sekolah Dasar Negeri 02 Dulupi ;

4, Saksi DATA DATAS DANTE DJUUNA.
- Bahwa saksi diangkat menjadi CPNS di Kantor Wilayah Pen‘d'idikan ;Dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 1990, dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

o

(PNS) pada tahun 1991 ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;--------

- Bahwa saksi tidak tahu proses penerbitan surat keterangan yang nﬁenjadi objek

sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa setahu saksi, untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB

harus memenuhi persyaratan atau mencantumkan nomor induk/nomor ijazah;--------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat
dipersidangan mengajukan buktisurat berupa fotocopy surat yang telah bermeterai
cukup dan telah dilegalisir. di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta
dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotocopy. Alatg bukti surat térsebut diberi tanda

T-1 s/d T-8, yaitu sebagai berikut :

1. BuktiT-1 : Petikan Keputusan Bupati Boalemé Nomor : 821/21/BKD.DIKLAT/

SK/I/2013, Tanggal 28 Januari 2013 dan beserta Lampirannya ;

(sesuai dengan asli);

2. BuktiT-2 : Buku Induk Murid (Format : M-4). Nama Murid : Najamudin Daud ;---

(sesuai dengan asli);
3. BuktiT-3 : Laporan Bulanan Sekolah Dasar Negeri Kotaraja Kecamatan Dulupi ;--

(sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : SUMARDI JUSUF ;

(sesuai dengan asli);

5. Bukti T-5 :Surat Keputusan Kepala Djawatan Pendidikan Agama

Sulawesi, tanggal 1 Desember 1967 ;
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(sesuai dengan fotocopy);

6. Bukti T-6 :Surat Perintah dari Panitia Pendidikan Agama WiléyahVBoaIemo,

No. : 2/Sek/II/wil V/69, tanggal 14 Januari 1969 ;

(sesuai dengan asli); e
7. Bukti T-7 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi

Sulawesi Utara, tanggal 28 Desember 1970 ;

(sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Salinan Surat Keputusan Kepala Djawatari Pendidikan Agama Propinsi

Sulawesi Utara, tanggal 28 Desember 1970 ;

(sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat di persidangan,
pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan telah memberikan

keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanyé, yaitu sebagai berikut:-----------

Saksi :SUMARDI YUSUF.

- Bahwa saksi mengajar sebagai Guru Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kotaraja

sejak tahun 1969 sampai dengan 1987 ;

- Bahwa pada tahun 1969, DARWIS MORIDU sebagai siswa kelas II di Sekolah Dasar

Negeri Kotaraja ;

- Bahwa setahu saksi, DARWIS MORIDU pernah mengikuti ujian akhir kelas VI dan

lulus pada tahun 1973 ;

- Bahwa mengetahui DARWIS MORIDU lulus karena saksi pernah imelihat ada

pengumuman lulus ujian pada waktu itu ;

- Bahwa setahu saksi, untuk pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB

harus melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisiah :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergug

Intervensi, di persidangan telah mengajUkan bukti surat berupa foto 'cqpy S




telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilah Tata Usaha

Negara Manado serta dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotocopy. Alat bukti surat

tersebut diberi tanda T.IL.Int-1 s/d T.ILInt-8, yaitu sebagai berikut :--

1. BuktiT.IIInt-1 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negéri Kotaraja Nomor:

420.03/575/82, Tanggal 16 Jénuari 1982, atas nama Darwis

Moridu; (sesuai dengan fotocoby);
2. Bukti T. II Int-2 a : Petikan Keputusan Gubernur I{epala Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara Nomor : 813.2/13/SK/1034/1985, Tanggal 22 Agustus

1985 ; (sesuai dengan asli);

3. Bukti T. II Int-2 b : Surat Perintah Penugasan Nomor : 800/13/5517/1985, Tanggal

31 Agustus 1985 ; (sesuai dengan asli);
4. Bukti T. Il Int-2 ¢ : Surat Pernyataan Saat Mulai Menjalankan Tugas, Tanggal 31

Agustus 1985 ; (sesuai dengan asli);

5. Bukti T. II Int-2 d : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo, Nomor :

832.1/Kepeg/1013/85, tanggal 25 Juni 1985 ;

(sesuai dengan asli);

6. Bukti T. ITInt-3 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kotaraja Nomor:

422.02/97/SD/84, Tanggal 26 Januari 1984, atas nama Hanifan

Dj. Sau ; (sesuai dengan asli);

7. BuktiT.II Int-4 : Surat Perintah Penugasan Nomor : 8133/904.C/1984, Tanggal

31 Oktober 1984 ; (sesuai dengan fotocopy);----- e
8. BuktiT.IIInt-5 :Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi. DARWIS MORIDU ;--------

(sesuai dengan asli);

9. BuktiT.II Int-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HUDAIYA TAHA j---=--=nn-ooo-

(sesuai dengan asli);

10. Bukti T. II Int-7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Da»sar"‘(SD) atas M@

Hudaiya ; (sesuai dengan asli);




11. Bukti T. I Int-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HANIFAN DJ. SAU, S.Pd ;

(sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat di persidangan,
pihak Tergugat II Intertvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu sebagai

berikut:

1. Saksi HUDAIYA TAHA.

- Bahwa saksi adalah satu kelas dengan DARWIS MORIDU (Tergugat II Intervensi) di

Sekolah Dasar Negeri Kotaraja ;

- Bahwa saksi dan DARWIS MORIDU pernah mengikuti ujian di Kelas VI, serta sama-

sama lulus waktu itu ;

- Bahwa setahu saksi, DARWIS MORIDU tidak pernahv dititipkan pada sekolah lain ;----

- Bahwa saksi setelah lulus ujian ada mendapat/menerima Ijazah/STTB;-
- Bahwa saksi tahu, DARWIS MORIDU pernah hilang Ijazéh/STTB dan bernah melihat

surat keterangan pengganti ijazahnya ;

2. Saksi HANIFAN DJ. SAU, S.Pd.

- Bahwa saksi kenal DARWIS MORIDU karena pernah: satu sekdiah" di Sekolah Dasar

Negeri Kotaraja ;

- Bahwa saksi pernah kehilangan ijazah dan pada saat .mendaffarka,n diri untuk

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pernah mengurus Surat Keterangan Pengganti

Ijazah/STTB melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian ; -
- Bahwa saksi pernah dengar DARWIS MORIDU mengurus surat keteréngan hilang

ijazahnya di kepolisian untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazéh/STT B ;----

nomor induk dan nomor ijazah ;




Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya di persidanganv pada
tanggal 06 Februari 2017, Kesimpulan para pihak tersebut tidak perlu diuraikan lagi,
karena sudah tertuang didalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa menyatakan tidak

mengajukan apa-apa lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan selanjUtnya mohon

putusan; , 8

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana

termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Pengghgat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas; b et

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keterangan
Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari

1982, atas nama Darwis Moridu sebagai Surat Keterangan Pengganti_‘ Ijasah/STTB
(Videe bukti T.I INT-01); ‘

m— - ©

Menimbang, bahwa untuk menerapkan .ketentuan Pasal 83‘ay5t (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam
perkara ini Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yaitu atas nama bawvis Moridu,
selaku pemegang obyek sengketa dan pihak ketiga tersebut yaitu atas nama Darwis

Moridu telah hadir Kuasanya di persidangan pada tanggal 03 Nopémber 2016 dan telah




bahwa berdasarkan permohonan dari pihak ketiga. tersebut, oleh Majelis Hakim

permohonan telah dikabulkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela

tanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabanriya tertanggal. 6 Desember
2016,dimana pihak Tergugat tidak memuat eksepsi d.allam: ‘ jawabanya hanya

mengjuraikan kembali gugatan Para Penggugat sedangkan Tergugat II Intervensi di

dalam jawabannya memuat dalil-dalil mengenai eksepsi, sebagai berikpt:" ﬂ

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal -sfariding/tidak ada

kepentingan yang dirugikan dengan penerbitan objek sengketa. -----------

Bahwa Para Penggugat tidak m;,miliki legal stahding untuk mengajqkan gugatan
sebagaimana dicantumkan dalam surat gugatanya tersebut sebab Para Penggugat
Ilyas Dukallang. S.Pd dan Havid Dingo mengaku merupakan aktivis dari aliansi
peduli masyarakat demokrasi (APMD) yang sampai mengajukan "jawaban ini
ternyata LSM dimaksud tidak terdaftar dan tidék memiliki prosedur at;;ran g&]%l;sud
yang mengatur berdirinya sebuah LSM sehingga oleh karena itu Para Penggugat
secara nyata tidak mempunyai kedudukan hukum dan oleh karena ifu mohon agar

kedua pemberi kuasa dinyatakan tidak berwewenang bertindak memberikan kuasa

untuk mengajukan perkara /in casu ;

2. Gugatan Para Penggugat kurang Pihak. ; et

Bahwa gugatan Par‘a Penggugat kurang pihak atau setidak-tidaknya turut
mencantumkan Institusi terhadap Kepala Seko!ah Dasar Negeri Kotaraja yang
sekarang Sekolah Dasar Negeri 02 Kotaraja 's:ecara struktur Institusi tersebut
tersusun sebagai berikut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Repuplik Indonesia. Cq,Kepala Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo.Cq,Kepalg'a




Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dulupi Cq,Kepala: Sekolah Negeri 02
kotaraja sehingga oleh karena itu obyek yang dirhaksud Surat Keterangan Nomor:
420.03/575/82 tanggal 16 Januari 1982 bukanlah merupakan obyék. gugatan yang
seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negaré sebab dalam surat
keterangan tersebut telah terang dan jelas disebutkan berhubuhgan_ Ijasah/STTB
yang asli telah hilang dan hal ini 4elah dinyatakan surat keterangan kehilangan dari
yang berwewenang yaitu POLRI sebagaimana Suratnya Nomor Pol

01/Serse/1/82/Sek 1506-12 tanggal 16 Januari 1982 sehingga jug‘a‘oleh karena itu
mohon pihak Para Penggugat dapat membuktikan bahwa STI'B da'ri. Tergugat II
Intervensi atas nama Darwis Moridu yang telah mengikuti—- ujian
penghabisan/evaluasi belajar tahap akﬁir tanggal 31 Desember 1973 adalah tidak
bernomor stambuk bukan sekedar surat keterangan yang dijadikan  obyek

guguatan ini yang untuk itu mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan

ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tentang Para Penggugat tidak
mempunyai  kepentingan  untuk mengajukan? gugatan,  Majelis  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa vuntuk berproses dengan n'{engajukan gugatan sengketa Tata
Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan "jboint dinterest point daction”, "no
interest no action’, tanpa ada kepentingan tidak ada» aksi, sebaliknya ada kepentingan
baru ada aksi (/n casu, mengajukan gugatan), oleh karenanya Maijelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempuhyai kepentihgan yang dirugikan

oleh Surat Keputusan obyek sengketa a guo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada




maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah Para Penggugat memiliki

hubungan hukum dengan objek sengketa dan kepentingan mengajukan Gugatan?;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif
dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata _Usaha Negara,' hal mana ditegaskan
dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undéng-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang
menyebutkan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutanfagar Keputusan Tata Usaha

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";. i

Menimbang, bahlwa didalam ketentuan Paéal 1 angka 10 Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyébutkan bahwa " Sengketa Tata
Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atag Pejabat Tata Usaha Negara, baik

di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikelﬁarkannya keputusan Tata Usaha

Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.”;

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:
1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju Iangsung oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya Kepul

Tata Usaha Negara tersebut;




2. Orang atau badan hukum perdata yang merupaka'n pihak . ketiga, yang

kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha

Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum acara Perédilan Administrasi
dengan adagium' “Point d’ interest, point d’ act/‘on”y%ang bermakna “ada kepentingan,
maka ada gugatan”, sehingga seseorang atau badan hukum perdata mempunyai
kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negéra apabila terdapat kerugian atas

kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha N'egara -

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang
dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan),
yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara 6rang yang bersangkutan dengan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara
prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang
menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan
kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi anta:ra Paré Penggugat dan
objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang ‘jlhéndak dicapai
Oleh Para Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut. SelanjdthYa, mengenai
keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang
ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negafa yaitu bahwa
'yang berhak menggugat itu orang atau badan -hukum pefdata .apabila hendak

menggunakan haknya tersebut harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingannya

yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Négal?a yang dapat




diberikan kemungkinan untuk menggugat; (Indroharto, Usaha Memahami Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II);

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan, Majelis Hakim mendapatkan

fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kota Raja Nomor :
420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas ném'a Darwis Moridu sebagai Surat
Keterangan Pengganti Ijasah/STTB ( Vide bukti : T.II INT-01); yang menjadi obyek

sengketa

2. Bahwa Petikan Surat Kepeputusan Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Utara Nomor
:813.3.2/13/SK/1034/1985, lampiran 1 memutuskan mengangkat'DanNis Moridu

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 22 Agustus 1985 ditetapkan di

Manado ( vide bukti . T.II,Int. 02 a);

3. Bahwa surat pernyataan saat mulai menjalankan tugas = menerangkan yang
sesungguhnya nama Darwis Moridu, Jabatan Pegawai Kantor Camat Tilamuta dan
diangkat atas Keputusan Gubernur, surat pernyataan ini dibuat di Limboto tanggal

31 Agustus 1985 dihadapan atas nama Bupati Kepala Daerah ngkat IT Gorontalo

(vide bukti T.ILInt. 02c)

4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Goronta‘lo Nomor
832.1/Kepeg/1013/85 memutuskan nama DanNis:‘Moridu,‘ Ni.p 560'0.10410, Pangkat
dan golongan ruang I/a masa kerja 3 tahun 3 bulan, gaji Rp. ,iO,_SGQ ('sepuluh ribu
lima ratus enam puluh rupiah) tertanggal 31 Oktober 1984 (vide "bukt,i T.ILInt. 02
d); -

5. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 422.02/97/SD/84 Tanggal 26 Januari 1984, atas

T.II INT-03);




Menimbang, bahwa, pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat ex-

tunc yang artinya pengujian hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum

pada saat Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat II Intervensi atas nama Hanifah Dj. Sau
menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara
bahwa saksi tersebut telah juga menggunakan Surat | Keterangan Pengganti
IDASAH/STTB pada tanggal 1 Nopember 1984 mehjadi CPNS dan PNS sampai

sekarang di Wilayah Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi diatas,

diperoleh fakta-fakta hukum bahwa obyek sengketa berasal dari Surat Keterangan

Pengganti IDASAH/STTB , Para penggugat ingin membatalkannya;-

| Menimbang, bahwa setelah mem'baca bukti bukti yang diajukan oleh para pihak
baik pihak Para Penggugat, pihak Tergugat dan pihak ‘Tergugat II Int'efv:ensi, Maijelis
Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum tentang hUbungan .'antara Para
Penggugat dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kofal Raja Nomor :
420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama DaMis Moridu sebagai Surat

Keterangan Pengganti Ijasah/STTB ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan meskipun
Para Penggugat adalah sebagai Warga Negara Indonesia narhun jika .‘dihubungkan
dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak ditemukan hubungan
hukum yang menghubungkan antara Para Pengggugat dengan obyek‘sengketa dan
juga tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebgai akibat diterbitkan

obyek sengketa a quo sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggug

mempunyai kualitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan;--
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Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi tentang

“kepentingan menggugat” beralasan hukum dan patut untuk diterima , -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Inter\/ensi tentang
kepentingan menggugat yang merupakan syarat formal pengajuan suatu gugatan
diterima sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimba_ngkan

eksepsi-eksepsi selebihnya ;

Dalah penundaan:

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 67 diatas olghv'M‘:ajelis Hakim
berpendapat bahwa pada prinsipnya mensyaratkan Ebahwa .-p_e'laks'anaa'n penundaan
terhadap objek Sengketa haruslah didasari oleh pertimbangan éebégai beri}kut: -----------
1. Daya berlakunya suatu surat kepytusan Tata Usaha Negara yang digugat harus

tunduk pada Asas Praesumtio iustae causa atau asas praduga “rechmétig" dimana
asas ini menekankan pada praduga jika keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat

dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya;

2. Asas Praduga “rechmatig” membawa kepadé' suatu konsekuensi hukum;—bahwa

gugatan tidak menunda atau mengahalangi surat keputusan yang digugat;----==--=----

3. Sebagai perkecualian (exception), hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan
diskresi untuk menerbitkan penetapan penundaan terhédap pelaksanaan keputusan
yang digugat, namun penerbitan tersebut haruslah dflakukan secara selektif dan
dengan mengingat asas tersebut perlu adanya kriteria-kriterié yang digunakan
sebagai acuan dalarp mengabulkan permoﬁonan penundaan agar dari
penyalahgunaan kewenangan diskresi yang Edimiliki oleh Hakim sehingga

pemeriksaan perkara ini sesuai dengan asas-asas umum pemeritahan yang baik.

“algemene beginsel van berhorljjk rechpraak’;---
Menimbang, bahwa Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesiva

Suratnya Nomor : 32/td. TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 Tentang/f
Hal.




pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (pasal 67) telah
memberikan suatu kriteria yang digunakan sebagai acuan bégi ‘Hakim untuk
mengabulkan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusad Tata Usaha

Negara yang digugat yaitu :

1. Objek sengketa harus merupakan suatu Keputusan Tata Us'aha‘ Negara (beschiking)

yang mutlak menjadi kompetensi Pengadilan tata Usaha Negara :

o

2. Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Para Penggugat yang dirugikan
tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat surat keputusan Tata Usaha Negara

yang digugat terlanjur dilaksanakan. Oleh karenanya menurut Mahkamah Agung

tidak setiap permohonan harus dikabulkan; o
3. Sebelum mengabulkan permohonan pénundaan, kepentingan Tergugat harus
dipertimbangkan sehingga Tergugat haruslah didengarkan keterar.\gannya terlebih
dahulu, dengan mengingat sifat dan alasan penundaan yang sangat mendesak;-------

4. Penundaan tidak menyangkut kepentingan umum;

5. Penetapan penundaan yang dibuat, daya berlakunya mengikuti putusan pokok

sengketanya berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan
pemeriksaan sengketa a quo maka Majelis Hakim bgrpendapat bahwa tidak terdapat d
alasan yang cukup sebagaimana yang diatur dalam 'pasal 67 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tenfang Peradilan Tata usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undahg Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Mahkamah Aggng Republik Indonesia Nomor :

32 / td. TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor

1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat untuk

membenarkan dan mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan ole}

Penggugat, Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan ata
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memiliki Legal Standing maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan

penetapan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat patutiah dinyatakan

ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat',patUt secara hukum
dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak periu dipertimbargkan.
Oleh karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Ketentuan Pasal

110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara

dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan yang

tidak relevan dengan putusan ini akan dikesamping'kah dan tetap dilampirkan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat
dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagién yang tidak terpisahkan dengan

Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jjuncto Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 TenténgPeradiIah Tata Usaha Negara

dan ketentuan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

= MENGADILI: --

I. DALAM PENUNDAAN:
Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keterangan ‘Kepala Sekolah

Dasar Negeri Kota Raja Nomor : 420.03/575/82, Tanggal 16 Januari 1982, atas nama

Tergugat dan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

\»,n-. ) W /,
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I1. DALAM EKSEPSI: : -

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan menggugat ;----

ITI. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Para Pehggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 450.000

(empat ratuslima buluh riburupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyilawaratan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negéra Manado, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017
oleh kami JAMRES SARAAN, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, BAHARUDDIN,
SH. M.H. dan SANNY PATTIPEILOHY, SH.MH_,‘ masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 21 Februari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh

ALFRED Z.PAAT, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat I,

v Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;
HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS HAKIM,
ttd meterai + ttd
BAHARUDDIN, SH.MH. JAMRES SARAAN. SH.MH.

HAKIM ANGGOTA 1II
ttd
SANNY PATTIPEILOHY, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI, 1

ttd




—

Perincian Biaya Perkara Nomor :85/G/2016/P.TUN. Mdo'

1o  PHBPnnssisnmoimmaksmms siinses s s s i Rp. 30.000,-
% PEERIEN volovinliwnvasmommsesisismas ot Rp. 350.000,-
3. ATK Rp.  50.000,-
4, Upah TUlS yswmmussmmmsonsvonssassss s Rp. 3.000,-

B MELEFAI .uvucvcieriieisssissssr st saensans 4 Rp. 12.000,-
6. REUBRSl susnsswuumunnrmnesusmas it e Rp. 5.000,-

JUMLAH Rp. 450,000.-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

- Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat II Intervehsi dan belum

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Nomor : «6’5/6/20:&/91»)/\1 . Mdo.

‘Manado, 28 Februari 2017.

—— . ©
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